PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG

PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA

KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian
indeks reformasi hukum pada kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah guna mewujudkan birokrasi yang
bersih dan akuntabel, perlu mengganti Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022
tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, karena
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan
perkembangan penilaian indeks reformasi hukum saat ini;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penilaian Indeks
Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
82);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);



Menetapkan
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6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman untuk
pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum pada
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 2
Penilaian indeks reformasi hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dilakukan dengan mengukur variabel oleh tim
penilai yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Strategi
Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3
Peserta penilaian indeks reformasi hukum merupakan
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penilaian
indeks reformasi hukum ditetapkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022
tentang  Penilaian Indeks Reformasi Hukum  pada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

‘@#KUMHAMPMTI

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 53 september 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

<@skumumm§n

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 571
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